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DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN
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BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2%/ TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
selaras dengan pencapaian program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), perlu disusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 125 huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam persiapan
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah salah
satu tahapanya adalah dengan menyusun rancangan
Keputusan Bupati tentang Tim Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati Tim Penyusun
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3. | Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Anggota
4. | Kepala Bidang Perdagangan Anggota
5. | Kepala Bidang Perindustrian Anggota
6. | Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anggota
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada o
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillahirabbil’alamin dipanjatkan atas
kehadirat Allah Subhahuwata’ala yang telah memberikan rahmat serta
hidayah-Nya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan
Perindustrian Kabupaten Kepulauan  Anambas telah dapat
menyelesaikan dokumen rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA)
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan oleh Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan
Anambas telah tersusun berbagai tujuan, sasaran kebijakan, serta
program dan kegiatan. Rancangan akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran
2026 ini sekiranya dapat dipakai sebagai panduan atau pedoman dalam
pelaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 dengan harapan agar
pekerjaan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang lebih terarah dan
terukur.

Rencana kerja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh
kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Rancangan
akhir Rencana Strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029 dan juga
mengadopsi terhadap visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih
periode 2025-2029. Penyusunan dokumen rancangan akhir Rencana
Kerja ini merupakan tugas yang sangat penting dilakukan oleh masing-
masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Rencana Kerja yang
dipaparkan merupakan rencana Perangkat Daerah pada satu tahun ke
depan dengan memperhatikan pada berbagai macam kebutuhan
masyarakat, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di
lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tentu saja dalam penyusunan dokumen rancangan akhir Rencana
Kerja Tahun Anggaran 2026 ini memiliki kelemahan dan kekurangan dari
berbagai sisi, maka dari itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian mengharapkan saran, masukan bahkan kritik yang

bersifat konstruktif untuk penyempurnaan dokumen rancangan akhir
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Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 ini dikemudian hari. Dengan
adanya dokumen rancangan akhir Rencana Kerja pada Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan seluruh program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang tidak melenceng
dari perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan dampak
yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan

Anambas. Semoga Allah SWT, selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita
semua.

Tarempa, 11 September 2025
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) merupakan
dokumen perencanaan di masing-masing perangkat daerah untuk
periode satu tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Lebih lanjut mengenai dasar dari tahapan dan tata cara
penyusunan Renja Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, RENJA Perangkat Daerah memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah. RENJA sendiri merupakan penjabaran dari RENSTRA
perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang bersifat indikatif, dan Renstra
2025-2039 sedang disusun simultan dengan rancangan akhir Renja

2026.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
hakikatnya dapat mempermudah setiap PD untuk melaksanakan
program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang
waktu perencanaan lima tahunan pada RENSTRA perlu pengawalan
yang  terstuktur sesuai dengan  dinamika = perkembangan
pembangunan yang terjadi di masing-masing perangkat. Dinamika ini
dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor
eksternal termasuk isu-isu aktual perangkat daerah. Berbagai
perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya
memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam
pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap
program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur
perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable).

Di dalam prosesnya, penyusunan rancangan akhir RENJA
Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang telah
dirumuskan di dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rancangan akhir
RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau
paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus
kajian meliputi analisis kondisi kekinian perangkat daerah, evaluasi
pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan
evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah.
Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, RENJA
Perangkat Daerah juga memuat berbagai persoalan yang dihadapi
dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Usulan masyarakat tersebut terjaring pada saat berlangsungnya
Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang dikenal dengan
istilah MUSRENBANG, yang pelaksanaannya di mulai dari tingkat
desa hingga tingkat nasional.

Di dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 dinyatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat
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program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, pagu indikatif serta perkiraan maju. Indikator kinerja
perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan
dicapai di dalam RPJMD, sedangkan pagu indikatif merupakan
anggaran yang tersedia untuk mendanai berbagai program/kegiatan
yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah merupakan
penjabaran tahunan dari Rencana Strategis sebagai bentuk
perencanaan lima tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas juga
melakukan penyusunan Rancangan akhir Renja Tahun 2026 yang
merupakan wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) berupa dokumen perencanaan tahunan.
Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta
bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian tujuan maupun
sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RENSTRA Perangkat
Daerah sebagai manifestasi dalam mewujudkan Visi dan Misi
Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029.

Dokumen rancangan akhir RENJA Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026 akan dijadikan
sebagai dasar pertama dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Periode 2026-2030.
Selain itu, RENJA pada Perangkat Daerah ini harus terintegrasi
dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2026 serta
bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi

Kepulauan Riau, dan harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal
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(SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di
lingkup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan

Perindustrian.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan
rancangan akhir RENJA Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Leporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada  Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifiksi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029,

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105).
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1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud dari penyusunan rancangan akhir RENJA ini
adalah memberikan gambaran awal mengenai kebijakan, program
dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-
masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2026.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan rancangan akhir RENJA Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah :

a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang
dalam RENSTRA sebagai penjabaran tujuan dan sasaran
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Anambas;

b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
prioritas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara khusus
RENJA ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan konsistensi
dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan RENSTRA
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;

c. Menjadikan RENJA sebagai suatu perangkat manajerial dalam
manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel
dalam kurun waktu satu tahun ke depan;

d. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam
penganggaran tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Perdagangan dan Perindustrian;
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e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi
pelaksanaan  fungsi Dinas Koperasi, Usaha  Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian serta indikator kinerja
Perangkat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan

program tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan akhir RENJA Tahun Anggaran 2025 disusun
dengan mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan dan dibagi ke
dalam empat BAB, yaitu :

BAB1 PENDAHULUAN
Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang, landasan
hukum yang mendasari penyusunan dan substansi RENJA,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
KOPERASI, USAHA  MIKRO, PERDAGANGAN  DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024
Pada BAB ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan
RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian RENSTRA
Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat
Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan akhir RENJA
Perangkat Daerah, serta penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS
Bagian ketiga dalam dokumen RENJA ini akan dikemukakan

mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi,
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tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah, serta program

dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BABV PENUTUP
BAB penutup menguraikan catatan penting yang perlu
mendapat perhatian selama pelaksanaan kegiatan, kaidah-

kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan
atau capaian kinerja dari rencana kerja yang telah dilaksanakan pada
masing-masing sub kegiatan, permasalahan dan solusi yang diberikan.
Berdasarkan Tabel 2.1 Pelaksanaan Renja Tahun 2024 memiliki realisasi
keuangan sebesar 74,08% dan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi
keuangan DKUMPP sebesar Rp9.085.999.053,- dengan total anggaran
Rp12.264.528.288,-. Evaluasi pelaksanaan Renja DKUMPP selengkapnya
Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DKUMPP Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas

N Urusan Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Output Permasalahan Solusi
o Rp. % Fisik
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Sekretariat PROGRAM PENUNJANG | Rp Rp 73,84
URUSAN 9.414.875.340 | 7.239.729.844
PEMERINTAHANDAERA
H KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan | Rp Rp
Perangkat Daerah 6.829.382.420 | 5.131.059.365
Pelaksanaan Rp Rp 95,02 100,00
Penatausahaan dan | 218.880.000 207.970.000
PengujianVerifikasi
Keuangan SKPD
Penyediaan Gaji dan | Rp Rp 74,47 100,00
Tunjangan ASN 6.610.502.420 4.923.089.365
Administrasi Umum | Rp Rp
Perangkat Daerah 894.143.939 788.618.175
Penyediaan Bahan | Rp Rp 81,92 100,00
Logistik Kantor 48.164.681 39.457.550
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Pordagangon don Pevindudvion (DKUIMPP) Kabupadon 12
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Penyediaan Barang | Rp Rp 67,05 100,00
Cetakan dan | 42.633.057 28.584.180
Penggandaan
Penyediaan =~ Komponen | Rp Rp 78,27 100,00
Instalasi Listrik | 34.946.545 27.350.970
Penerangan  Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan | Rp Rp 58,36 100,00
dan Perlengkapan Kantor | 15.525.341 9.060.058
Penyediaan Peralatan | Rp Rp 94,71 100,00
Rumah Tangga 18.654.315 17.668.000
Penyelenggaraan Rapat | Rp Rp 90,78 | 100,00
Koordinasi dan | 734.220.000 666.497.417
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa | Rp Rp
Penunjang Urusan | 1.576.665.893 | 1.257.333.604
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa | Rp Rp 83,72 100,00
Komunikasi, Sumber | 69.360.000 58.067.944
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa | Rp Rp 79,05 100,00
Pelayanan Umum Kantor | 1.396.325.040 1.103.799.910
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Penyediaan Jasa Surat | Rp Rp 86,02 100,00
Menyurat 110.980.853 95.465.750
Pemeliharaan Barang | Rp Rp
Milik Daerah Penunjang | 114.683.088 62.718.700
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan Peralatan | Rp Rp 46,75 100,00
dan Mesin Lainnya 22.397.486 10.470.500
Penyediaan Jasa | Rp Rp 56,62 100,00
Pemeliharaan, Biaya | 92.285.602 52.248.200
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan  Perorangan
Dinas
URUSAN PROGRAM Rp Rp Pagu Rp2.000.000.000 | Segera melakukan
PEMERINTAH PEMBERDAYAAN 76.222.208 65.450.000 dana bergulir | penyusunan
BIDANG USAHA MENENGAH, masyarakat administrasi BLUD
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN direfocussing oleh | Pengelolaan Dana
USAHA KECIL | USAHA MIKRO (UMKM) TAPD dikarenakan | Bergulir
DAN menunggu  peraturan
MENENGAH BLUD Pengelolaan
Pemberdayaan Usaha | Rp Rp dana Bergulir, sehingga
Mikro yang Dilakukan | 76.222.208 65.450.000 pada tahun 2024 ini
melalui Pendataan, hanya dilakukan
Kemitraan, Kemudahan penagihan
Perizinan, Penguatan pengembalian kepada
Dinas Koperasi, Yoaha Mikro, Perdagomgon don Povinduvian (DKUMPP) Kabupddon 14
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Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para

Pemangku Kepentingan

masyarakat

Pemberdayaan  melalui | Rp Rp 86 100,00
Kemitraan Usaha Mikro 76.222.208 65.450.000
PROGRAM Rp Rp
PENGEMBANGAN 702.294.211 536.767.704
UMKM
Pengembangan Usaha | Rp Rp
Mikro dengan Orientasi | 702.294.211 536.767.704
Peningkatan Skala
Usaha Menjadi Usaha
Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro | Rp Rp 76 100,00
Menjadi Usaha  Kecil | 702.294.211 536.767.704
dalam Pengembangan
Produksi dan
Pengolahan, Pemasaran,
SDM, serta Desain dan
Dinas Koperasi, Yoaha Mikro, Perdagomgon don Povinduvian (DKUMPP) Kabupddon 15
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Teknologi

URUSAN PROGRAM PERIZINAN | Rp Rp

PEMERINTAH DAN PENDAFTARAN | 37.004.802 34.456.103,00
BIDANG PERUSAHAAN
PERDAGANGAN

Penerbitan Izin | Rp Rp

Pengelolaan Pasar 37.004.802 34.456.103,00
Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Izin

Usaha Toko Swalayan

Fasilitasi Pemenuhan | Rp Rp 93,11 100,00
Komitmen Perolehan 37.004.802 34.456.103,00
Perizinan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Swalayan melalui
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara
Elektronik

PROGRAM STABILITASI | Rp Rp
HARGA BARANG | 69.453.000 60.024.000
KEBUTUHAN POKOK
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DAN BARANG PENTING

Menjamin Ketersediaan | Rp Rp
Barang Kebutuhan | 69.453.000 60.024.000
Pokok dan Barang
Penting di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan | Rp Rp 86,42 100,00
Sinkronisasi 69.453.000 60.024.000
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
PROGRAM Rp Rp
PENINGKATAN SARANA | 390.000.000 190.396.160,0
DISTRIBUSI (/]
PERDAGANGAN
PEMBANGUNAN DAN Rp Rp
PENGELOLAAN SARANA | 390.000.000 190.396.160,0
DISTRIBUSI (o]
PERDAGANGAN
Fasilitasi Pengelolaan Rp Rp 48,82 | 100,00
Sarana Distribusi | 390.000.000 190.396.160,00
Perdagangan
Dinas Koperasi, Yoaha Mikro, Perdagomgon don Povinduvian (DKUMPP) Kabupddon 17
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URUSAN PROGRAM HUBUNGAN | Rp Rp
PEMERINTAH INDUSTRIAL 1.010.699.400 | 825.759.393
BIDANG
TENAGA KERJA
Pengesahan Peraturan | Rp Rp
Perusahaan dan | 1.010.699.400 : 825.759.393
Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang hanya
Beroperasi dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Rp Rp 81,7 100,00
Pendataan dan Informasi | 1.010.699.400 825.759.393
Sarana Hubungan
Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja serta
Pengupahan
URUSAN PROGRAM Rp Rp
PEMERINTAH PERENCANAAN DAN | 563.979.327 133.415.849,0
BIDANG PEMBANGUNAN (o]
PERINDUSTRIA | INDUSTRI
N
Penyusunan dan | Rp Rp
evaluasi rencana | 563.979.327 133.415.849,0
pembangunan industri (0]
kabupaten/kota
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Koordinasi, Sinkronisasi, | Rp Rp

dan Pelaksanaan | 563.979.327 133.415.849,00

Pemberdayaan Industri

dan Peran Serta

Masyarakat

JUMLAH Rp Rp 74,08 | 100
12.264.528.28 | 9.085.999.053
8
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan lembaga teknis yang
melakukan pembinaan dan pemberdayaan di sektor Koperasi dan
Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, serta dituntut untuk
mampu berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian
daerah secara optimal melalui berbagai kebijakan yang relevan dengan
kondisi daerah. Perputaran roda perekonomian daerah akan dapat
dicapai bila seluruh pemangku kepentingan berupaya melakukan
penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia secara
optimal. Apalagi Kepulauan Anambas secara geografis memiliki potensi
kelautan dan perikanan yang sangat melimpah untuk dapat
dioptimalkan pemanfaatannya dalam mendukung pencapaian visi dan
misi yang sudah ditetapkan.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah ini
merupakan strategi pada tataran kebijakan. Strategi berupa
pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi
program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga
keterhubungan antara program yang ada di Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan
Anambas dengan program di tingkat Kabupaten menjadi mutlak
adanya. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Anambas pada dasarnya memiliki tiga urusan,
yaitu urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Pasal 7
ayat (2)) serta urusan pilihan Perindustrian dan urusan pilihan
Perdagangan (Pasal 7 ayat (4)) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Namun pada SOTK terbaru, urusan ketenagakerjaan

dan Transmigrasi juga dimasukan kedalam dinas ini
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Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh 27 orang
Pegawai Negeri Sipil dan 21 orang PPPK. Sumber daya yang ada pada
Perangkat Daerah ini dapat dievaluasi tingkat efektivitas dan
efisiensinya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam
mencapai sasaran atau target yang ditetapkan, sehingga pengukuran
ini akan terlihat hasilnya pada akhir periode. Pengukuran ini
diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, juga
digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja

pelayanan di masa yang akan datang.
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan

capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah serta kondisi kekinian

termasuk berbagai kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing

bidang, maka perlu diidentifikasi berbagai permasalahan baik internal

maupun eksternal di lingkup Perangkat Daerah dalam rangka

penentuan isu strategis. Permasalahan dimaksud meliputi:

1. Permasalahan Internal

a.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Kepulauan Anambas masih kurang, sehingga pembinaan di
Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi-UKM, maupun

Pasar belum maksimal;

. Lemahnya daya kontrol pemerintah di sektor perdagangan,

sehingga mengakibatkan adanya distorsi mekanisme pasar yang

akan memerlambat perkembangan UKM,;

. Rendahnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana

perdagangan (pasar tradisional);

. Kinerja pemerintah dalam pelayanan publik belum sesuai

dengan standar pelayanan prima, seperti pelayanan yang cepat,

tepat, ramah, murah dan mudah terjangkau;

. Belum adanya pelabuhan untuk akses ke gudang sebagai

penyangga distribusi kebutuhan pokok dan barang esensial
lainnya;
Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah oleh aktivitas

industri;

. Masih lemahnya peran industri kecil dan rumah tangga sehingga

belum bisa dijadikan andalan bagi perekonomian daerah;

Pinow Ko]omm, Wakin Plitero, Pmola?amﬁm don, Povinduwitvion (DK UMPP) Kan 22



Rancangan Akhir Renja | 2026

h.Belum tersedianya sarana kemetrologian dalam rangka
melindungi produsen dan konsumen;

i. Kualitas SDM pelaku usaha masih rendah terutama dalam hal
manajemen, permodalan, kewirausahaan dan akses pasar;

j. Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta rendahnya
kepastian keuangan daerah, sedangkan tanggungjawab semakin
besar;

k. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam
pelayanan publik dan pemeliharaan daya hubung;

1. Penggalian, pengolahan dan pemasaran komoditi agroindustri
dan industri kelautan belum optimal;

m. Pengelolaan IKM masih bersifat tradisional sehingga produk
yang dihasilkan belum memiliki daya saing di pasar;

n. Kegiatan promosi produk masih kurang, sehingga hasil yang
diperoleh belum maksimal;

o. Terbatasnya jumlah modal yang dimiliki, sehingga skala usaha
mereka sulit ditingkatkan;

p. Aktulitas dan akurasi data di sektor Industri, Perdagangan,
Koperasi dan UKM belum sesuai dengan yang diharapkan;

q- Belum meratanya pertumbuhan dan perkembangan di bidang
Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM;

r. Belum adanya pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)

dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Permasalahan Eksternal
a. Letak geografis antar pulau yang sulit terjangkau dan pada
waktu-waktu tertentu iklim/keadaan cuaca yang kurang
kondusif, dimana laut tidak dapat dilayari oleh kapal yang

bertonase kecil,;
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b. Aksesibilitas antar pulau relatif terbatas, akibat sarana dan
prasarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai;

c. Adanya kelangkaan stock dan barang esensial lainnya pada
musim tertentu dengan harga yang relatif tinggi;

d. Regulasi di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM yang selalu berubah-ubabh;

e. Penyebaran penduduk yang belum merata dan tingkat
pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah;

f. Terdapat kesenjangan ekonomi antara satu daerah dengan
daerah lainnya;

g. Adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan instansi
lain;

h. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah;

i. Membanjirnya barang-barang impor dari luar negeri dengan
kualitas dan harga barang yang kompetitif akan menghancurkan
kegiatan industri rumah tangga, industri kecil dan UKM yang
saat ini justru menjadi andalan pemulihan ekonomi;

j. Perkembangan dan kemajuan IPTEK yang sangat cepat.

k. Semakin banyaknya pekerja sektor informal

l. Persaingan tenaga kerja yang sangat kompetitif

Selain permasalahan tersebut, juga terdapat benyak peluang
yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan
pelayanan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan

Perindustrian. Peluang dimaksud meliputi :
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1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan
dengan  Kabupaten/Kota  serta  negara  tetangga  yang
perkembangannya relatif lebih maju;

2. Dibukanya kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan
ekonomi khusus (Special Economic Zone);

3. Adanya kebijakan otonomi daerah yang dapat diterapkan untuk
memudahkan daerah dalam membuat peraturan daerah dan
meningkatkan sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM di Kepulauan Anambas;

4. Sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki potensi besar yang
dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri
maupun ekspor;

5. Hasil perkebunan, pertanian dan peternakan dapat dikembangkan
menjadi agroindustri yang lebih berdaya saing;

6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya good
governance;

7. Tekat pemerintah dan stakeholders untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien sehingga
mutu pelayanan publik dapat ditingkatkan;

8. Adanya keinginan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat
untuk berperan dalam proses pembangunan;

9. Potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal;

10. Pendapatan dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat;

11. Koperasi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan dapat memperluas
usahanya di sektor perdagangan, industri, aneka jasa, nelayan
dengan melibatkan organisasi kewanitaan, pemuda, lembaga
pendidikan, pertanian dan non pertanian, dan penyatuan beberapa
Koperasi Primer menjadi Koperasi Sekunder guna memperkuat

jaringan usaha;
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12. Peningkatan skala usaha dari bersifat mikro menjadi usaha kecil,
kemudian menjadi usaha menengah dan penumbuhan UKM baru;

13. Pembentukan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA)
Kabupaten Kepulauan Anambas;

14. Setiap kebijakan terkoordinasi dengan baik antara daerah, provinsi
dan nasional;

15. Diwujudkan komitmen penyediaan dana bergulir, hibah, dan
stimulus dari APBD Provinsi dan APBN;

16. Menyediakan sistem pembiayaan yang mudah dan fleksibel diakses
oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM);

17. Peningkatan kompetensi SDM pengelola Koperasi dan UKM;

18. Pemberian beasiswa bagi pengelola dan kader Koperasi terutama
yang tergabung dalam IKOPIN dan atau Perguruan Tinggi yang
mengembangkan pendidikan perkoperasian;

19. Memberikan kesempatan magang bagi aparatur dan pengurus
Koperasi ke Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut,
maka isu-isu strategis daerah senantiasa berkembang sehingga perlu
diidentifikasi secara berkesinambungan. Mengingat isu-isu strategis
merupakan dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026. Adapun isu-isu strategis

dimaksud meliputi :

1. Peningkatan daya saing produk lokal berbasis ekonomi biru;

2. Peningkatan pengelolaan infrastruktur perdagangan;

3. Peningkatan koperasi yang berkualitas dan inovatif dalam tata
kelola;

4. Pengembangan kapasitas SDM pelaku ekonomi lokal dan inovasi
dalam akses pembiayaan;

5. Pengembangan kapasitas pencari kerja;

6. Perlunya perlindungan sosial ketenagakerjaan;
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7. Perlunya penetapan kawasan transmigrasi yang jelas
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi isu-isu
mendasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan serta utilitas
dasar seperti listrik dan air bersih. Terdapat pula isu-isu lain yang
mengindikasikan perkembangan daerah seperti pencemaran dan
pengembangan permukiman. Isu-isu strategis daerah yang
teridentifikasi adalah :

1. Pengembangan ekonomi biru dan peningkatan produktivitas

masyarakat
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional,
Inovatif dan Responsif

Prioritas RKPD Tahun 2026 ditetapkan dengan
mempertimbangkan (a) sasaran-sasaran pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025-2029; (b) tema, sasaran pokok, dan bidang-bidang
pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan
(c) hasil identifikasi isu-isu strategis daerah. Ketiga hal tersebut
dipadukan sehingga RKPD Tahun 2026 dapat sinkron dengan
dokumen perencanaan dan target daerah serta nasional sekaligus
menjawab kebutuhan masyarakat. Pada reviu ini dilakukan dengan
perbandingan antara kebutuhan sesuai Renstra Dinas koperasi, Usaha
Mikro dan Perdagangan 2025-2029 yang dianggap mewakili dari
Rancangan RKPD Tahun 2026 terhadap perkiraan ketersediaan
anggaran riil tahun 2026 (Rancangan akhir Renja) matriks Bab IV,
penyusunan ini bersifat indikatif dan dapat menyesuaikan kembali
dikarenakan besaran anggaran sangat terbatas. Adapun dokumen
Rancangan Akhir Renstra dapat dilihat pada link berikut
https://drive.google.com/file/d/ 1aERhYbVudJgb4znVIunSkglbKF3R7U

NP/view?usp=sharing
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Anambas seperti yang dikemukakan
sebelumnya, sejatinya visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam
bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan
strategis (strategic goals) organisasi. Agar dapat diukur keberhasilan
organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan
strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance
indicator) yang terukur. Tujuan yang akan diwujudkan tersebut dirinci
pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran
tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas ini menggambarkan
berbagai kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan
kondisi di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Mlkro yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Adapun Rancangan
Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan pada RKPD 2026
yaitu “Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan daya saing daerah
melalui pengembangan pariwisata dan perikanan yang berbasis
pada potensi lokal serta pengembangan sumber daya manusia yang
inovatif”’ yang terdiri dari rencana prioritas pembangunan yaitu :
1. Meningkatkan  kualitas pendidikan dan  pelayanan
kesehatan;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM)
dan kesetaraan gender serta melanjutkan pengembangan
infrastruktur yang merata;

3. Meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi biru
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4. Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas, mendorong
kewirausahaan, dan mengembangkan ekonomi kreatif;

5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran Renja pada Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2026 didasarkan pada isu-isu penting dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi. Penetapan tujuan dan sasaran
didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang
ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan
mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan
hal-hal yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang
bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu “Kepulauan Anambas yang
Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju
Masyarakat Maju dan Sejahtera”. Visi tersebut dapat dicapai melalui
penerapan lima misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. saat ini
menggunakan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029, ada tiga poin
yang menjadi sasaran pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada Tabel berikut
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Tabel 3.1. Tujuan, dan Sasaran di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

NSPK DAN
SASARAN TARGET TAHUN
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
RELEVAN 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MISI 3:
Mewujudkan
Pelayanan
Prima Melalui Mewujudkan Predikat evaluasi AKIP
ponguatan §§Iflgermtahan Nilai Predikat AKIP gkt deorah
. . (predikat) Kondisi akhir adalah
;31rokra;131 yang transparan (INDIKATOR TUJUAN B B B B BB BB BB (predikat)
novatif dan i
SASARAN: akuntabel
Terwujudnya (TUJUAN 1)
pemerintahan
yang transparan
dan akuntabel
Meningkatnya
tata kelola Nilai AKIP Perangkat Nilai evaluasi AKIP
pemerintahan | Daerah (poin) 71,86 vat daerah
yang (INDIKATOR perangxa Kondisi akhir adalah
berkualitas SASARAN I DARI 67,3 67,5 68 68,72 70,46 71,86 (poin)
(SASARAN I SASARAN I DAN
DARI TUJUAN | TUJUAN I
I
MISI 4: 0,17
Memperkuat
pengembangan
ekonomi
berbasis Meningkatkan
mal."lt!'m dan kontribusi Kontribusi Sektor Jumlah Kontribusi PDR Industri Pengolahan 1 oo
pariwisata sektorl Industri Pengolahan Jumtanrore o disi akhir adalah
SASARAN: unggulan terhadap PDRB 0,18 0,2 0,21 0,22 0,24 Kondisi akhir adala
Meningkatkanya | berbasis INDIKATOR 0,24 (persen)
kontribusi maritim dan (persen)
. TUJUAN 1I)
sektor unggulan | pariwisata
berbasis (TUJUAN II)
maritim dan
pariwisata
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NSPK DAN
R:ﬁl\ﬁgﬁl\;\l G TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. Pengeluaran riil per
Meningkatnya kapita per tahun 3
pengeluaran (ribu Total pengeluaran riil
masyarakat rupiah /orang/tahun) Jumlah penduduk pada tahun n Kondisi akhir adalah
perkapita (IN%IKATORg 13.483 | 14.033 | 14.593 | 15.163| 15.743  16.333 16.333 (ribu
(SASARAN I SASARAN I DARI rupiah/orang/tahun)
DARI
SASARAN I DAN
TUJUAN II) TUJUAN I
MISI 5:
Meningkatkan
pemberdayaan
Ir:e:ggr:;:;{::ndan Meningkatkan
kemiskinan | FOVER0 Tingkat e pegeng e kel ngn sl g
SASARAN : dan Pengangguran % Kondisi akhir adalah
Meningkatnya menurunkan Terbuka (%) 2,19 2,16 2,13 2,09 2,06 2,02 5 02 persen
penyerapan eneanceuran (INDIKATOR PeP
tenaga kerja penganggu TUJUAN IIJ)
dan daerah
berkurangnya (TUJUAN 1)
tingkat
pengangguran
terbuka
Memngkatny 2| Rasio penduduk
jumlah yang
penduduk - Penduduk yang Bekerja o :
yang bekerja | Rokera (INDIKATOR | o7 o 97,84 | 97,87 | 97,91 | 97,94 | 97,98 , x100% | Kondisi akhir adalah
(SASARAN SASARAN I DARI Angkatan Kerja 97,98 persen
DARI SASARAN I DAN
TUJUAN III) TUJUAN III)

Sumber: Rancangan Akhir Renstra 2025-2029
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3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan
melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi
dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian lebih
menitikberatkan pada pengendalian harga serta ketercukupan stok
bahan pokok dan barang esensial lainnya, mengingat daerah ini
merupakan wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan dalam hal
transportasi. Sehingga pada musim-musim tertentu persoalan
kelangkaan stok dan harga yang tinggi masih menjadi isu utama.
Selain itu, rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan
faktor berikut:

1. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s);

2. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;

3. Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UKM.

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa
program/kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan
dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro , Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Kepulauan Anambas harus dapat memberikan kontribusi bagi
pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2026.
Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang
menjadi prioritas daerah di sektor Koperasi dan Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian, berbanding lurus dengan tersedianya
anggaran. Berikut rencana program/kegiatan/sub kegiatan DKUMPP
tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2
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Tabel 3.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran
2026

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

DINAS KOPERSI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penyusunan Dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan Perangkat
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kinerja Perangkat Daerah Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah

Pelaksanaan Pengumpulan
Data Statistik Sektoral Daerah

Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan
Perangkat Daerah Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Pengadaan‘Pakalan Dinas
beserta Atribut
Perangkat Daerah
Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Penyediaan Komponen

Administrasi Umum Instalasi
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

SKPD
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Kendaraan
Daerah Penunjang Urusan Perorangan Dinas atau
Pemerintah Daerah Kendaraan Dinas Jabatan
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PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

PROGRAM PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN
KOPERASI

Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah
Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan Proses
Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN KSP/USP
KOPERASI

Penilaian Kesehatan

Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah

Keanggotaanya dalam 1
(Satu) Daerah

Kabupaten /Kota

Penilaian Kesehatan Koperasi
Meliputi Tata Kelola, Profil
Risiko, Kinerja Keuangan, dan
Permodalan

PROGRAM PENDIDIKAN
DAN LATIHAN

Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi
yang Wilayah Keanggotaan

Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian
serta Kapasitas dan

PERKOPERASIAN izlk?lir;gciir/aKho ta Kompetensi SDM Koperasi
PROGRAM Pemberday aan dan . Fasilitasi Kemitraan Koperasi
PEMBERDAYAAN DAN Perlindungan Koperasi yang yang Keanggotaannya Daerah
PERLINDUNGAN Keanggotaannya dalam Kab ten/Kota
KOPERASI Daerah Kabupaten/Kota abupate

Pemberdayaan Usaha Mikro
PROGRAM yang Dilakukan Melalui

PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan
dan Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

Penyediaan Tempat Promosi
dan Pengembangan Usaha
Kecil pada Infrastruktur Publik

Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan UMKM serta
Kapasitas dan Kompetensi
SDM UMKM dan
Kewirausahaan melalui
Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM
PENGEMBANGAN UMKM

Pengembangan Usaha Mikro
dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha

Fasilitasi Pengembangan
Inkubasi Secara Terpadu dan
Berjenjang
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PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Menjadi Usaha Kecil

Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, Sumber Daya
Manusia, serta Desain dan
Teknologi

PROGRAM PERIZINAN
DAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

Penerbitan Izin Pengelolaan
Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Izin Usaha
Toko Swalayan

Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan Perizinan
Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko
Swalayan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

Fasilitasi Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING

Menjamin Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di
Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat

Pengendalian Harga, dan
Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Pasar

Kabupaten /Kota

Pelaksanaan Operasi Pasar
Reguler dan Pasar Khusus
yang Berdampak dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota

Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi di
Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota

Pengawasan Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi

PROGRAM
PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI

Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan Peran Serta
Masyarakat

PROGRAM
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL

Penyediaan Informasi
Industri untuk Informasi
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI
dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis Data
Industri, Data Kawasan
Industri serta Data Lain
Lingkup Kabupaten/Kota
Melalui Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas)

PROGRAM PELATIHAN
KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA

Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan Unit
Kompetensi

Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari
Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi

Pengadaan Sarana Pelatihan
Kerja Kabupaten/Kota

PROGRAM PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Pelayanan antar Kerja di
Daerah Kabupaten/Kota

Pelayanan antar Kerja

PROGRAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama
untuk Perusahaan yang
Hanya Beroperasi dalam 1
(Satu) Daerah

Kabupaten /Kota

Pengesahan Peraturan
Perusahaan bagi Perusahaan

Pendaftaran Perjanjian Kerja
Sama bagi Perusahaan
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PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Penyelenggaraan Pendataan
dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
serta Pengupahan

Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota

Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten /Kota

Pelaksanaan Operasional
Lembaga Kerja Sama Tripartit
Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Pelaksanaan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
dan Fasilitas Kesejahteraan
Pekerja

PROGRAM
PEMBANGUNAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI

Penataan Persebaran
Penduduk yang Berasal dari
1 (Satu) Daerah

Kabupaten /Kota

Monitoring dan Evaluasi ke
Lokasi Transmigrasi

UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

KABUPATEN /KOTA

Peningkatan Pelayanan
BLUD

Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD

PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan
dan Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

Pemberdayaan Melalui
Kemitraan Usaha Mikro

Pemulihan Usaha Mikro

UPT METROLOGI LEGAL

PROGRAM
STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Pelaksanaan Metrologi
Legal, Berupa Tera, Tera
Ulang, dan Pengawasan

Pelaksanaan Metrologi Legal,
Berupa Tera, Tera Ulang
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3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Di dalam rancangan Akhir RKPD, plafon anggaran Tahun 2026
pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan
Perindustrian ditujukan untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang
bersifat prioritas dan penting. Walaupun masing-masing perangkat
daerah masih diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan
tambahan dan kegiatan tersebut akan diakomodir bila kondisi
keuangan daerah mencukupi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka
yang diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2026 dengan pagu indikatif
belanja sebesar Rp8.479.529.667,93 dan pagu indikatif pembiayaan
sebesar Rp. 500.000.000 berupa pemberian pinjaman dana bergulir
kepada masyarakat. Pada pelaksanaannya tentunya kembali lagi
dengan kemampuan keuangan daerah dan dinamika pembahasan

kepada stakeholder hingga menjadi pagu definitif APBD 2026.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui
berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi
Kabupaten Kepulauan Anambas dan mengacu pada Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian lebih menitikberatkan pada
pengembangan usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah serta
meningkatnya ketersediaan logistik daerah yang berada di Kabupaten
Kepulauan Anambas, peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan iuran
BPJS Ketenagakerjaan. Berikut rencana program/kegiatan/sub kegiatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun

2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1

DPinas Ko/amm%aw Woko Pitero, Pmo(aﬁwmv don Povindoitvion (DK UMPP) Lals a HAon Kepuls

Oombos

/‘."




RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN 2026

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAM / T:}E{}_{GIET REALISASI PFé,:IélAII\’IQQN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN oPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 8.322.529.667,93 11.544.158.128,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN 7.593.372.807,93 10.465.608.128,00
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN 539.783.000,00 2.315.219.100,00
BIDANG TENAGA KERJA
1. 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN Persentase tenaga kerjadi | - 1,17 % 65.220.000,00 1.345.000.000,00
KERJA DAN sektor prioritas yang
PRODUKTIVITAS TENAGA | meningkat
KERJA produktivitasnya
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja yang - 7 Orang 65.220.000,00 Melanjutka Pencari Kerja 1.345.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA
berdasarkan Unit Mendapat Pelatihan Berbasis n pengemb MIKRO, PERDAGANGAN
Kompetensi Kompetensi pada Tahun n angan DAN PERINDUSTRIAN
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

2.07.03.2.01.0001

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Tenaga Kerja yang
Mendapat Pelatihan Berbasis
Kompetensi pada Tahun n

7 Orang

64.720.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Pencari Kerja

323.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.07.03.2.01.0003

Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

Jumlah Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
Pelatihan Kerja

1 Unit

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Pencari Kerja

1.022.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.07.04

PROGRAM PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Persentase tenaga kerja
yang ditempatkan di dalam
negeri

6,82 %

500.000,00

176.000.000,00
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

8

10

11

12 13

14

15

16

17

2.07.04.2.01

Pelayanan antar Kerja di
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Kerja yang
Ditempatkan Melalui
Layanan AKAD dan AKL

9 Tenaga
Kerja

500.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Tenaga Kerja

176.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.07.04.2.01.0002

Pelayanan antar Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang
Ditempatkan Melalui
Layanan AKAD dan AKL

9 Orang

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Tenaga Kerja

176.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.07.05

PROGRAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Jumlah pekerja pada
perusahaan yang
menerapkan perlindungan
hak-hak pekerja dan dialog
sosial

2750 Tenaga
Kerja

474.063.000,00

794.219.100,00
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.07.05.2.01

Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama
untuk Perusahaan yang
Hanya Beroperasi dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

persentase peraturan
perusahaan dan perjanjian
kerja sama yang disahkan

70 %

4.500.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Tenaga Kerja

69.584.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.07.05.2.01.0001

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang
Melaksanakan Pengesahan
Peraturan Perusahaan yang
Terkait dengan Hubungan
Industrial dan Terdaftar di
WLKP Online

1
Perusahaan

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Tenaga Kerja

11.023.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.07.05.2.01.0002

Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Perusahaan yang
Menyusun Perjanjian Kerja
Bersama

1
Perusahaan

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Tenaga Kerja

13.561.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.07.05.2.01.0003

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan

Industrial dan J

aminan Sosial Tenaga Kerja serta P

engupahan

Jumlah Data dan Informasi
Sarana HI (PP/PKB, Struktur
Skala Upah, dan LKS
Bipartit) dan Pekerja yang
Terdaftar sebagai Peserta
Jamsostek serta
Pengupahan

1 Laporan

3.500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Tenaga Kerja

45.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.07.05.2.02

Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

persentase Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/ Kota yang
dicegah dan diselesaikan

70 %

469.563.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat

724.635.100,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.07.05.2.02.0001

Pencegahan Perselisihan Hub

ungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepen

tingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perselisihan yang
Dicegah

1 Perkara

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat

36.234.100,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.07.05.2.02.0002

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Perkara Perselisihan
yang Terselesaikan

1 Perkara

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat

30.218.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.07.05.2.02.0004

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah LKS Tripartit yang
Dibina

1 Lembaga

14.563.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat

115.241.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.07.05.2.02.0005

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Terlaksananya Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
dan Fasilitas Kesejahteraan
Pekerja

2589 Orang

454.000.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat

542.942.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

7.053.589.807,93

8.150.389.028,00

2.17.01

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Cakupan layanan
penunjang urusan
pemerintah daerah
Indeks kepuasan
masyarakat

70 %
93,2 %

6.847.329.807,93

7.336.287.951,00

2.17.01

.2.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Persentase dokumen
perencanaan, dokumen
laporan kinerja dilaksanakan
tepat waktu dan hasil
pengendalian evaluasi sesuai
peraturan
perudang-undangan

100 %

2.500.000,00

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas

Koperasi, Usaha

Mikro, Perdagangan

dan Perindustrian

21.532.500,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.01.0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

5 Dokumen

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Terempa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

11.632.500,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.01.0004

Koordinasi dan Penyusunan D

PA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

2 Dokumen

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

4.850.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

1 Laporan

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

4.400.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.01.0008

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / T,QKRI—?IIFEQT REALISASI Plé,:lég:\’lﬁﬁN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 500.000,00 | Kab. Kepulauan DANA ALOKASI | Memperkua | - Aparatur Sipil Negara 350.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA
Penyelenggaraan Walidata Anambas, UMUM (DAU) t reformasi dilingkungan Dinas MIKRO, PERDAGANGAN
Pendukung Statistik Sektoral Siantan, politik, Koperasi, Usaha DAN PERINDUSTRIAN
Daerah Tarempa Timur hukum dan Mikro, Perdagangan
birokrasi, dan Perindustrian
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
2.17.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Jumlah Data Statistik 1 Data 500.000,00 | Kab. Kepulauan DANA ALOKASI | Memperkua | - Aparatur Sipil Negara 300.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA
Sektoral Daerah yang Telah Anambas, UMUM (DAU) t reformasi dilingkungan Dinas MIKRO, PERDAGANGAN
Dikumpulkan dan Diperiksa Siantan, politik, Koperasi, Usaha DAN PERINDUSTRIAN
Lingkup Perangkat Daerah Tarempa Timur hukum dan Mikro, Perdagangan
birokrasi, dan Perindustrian
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase tertib - 100 % 6.290.529.668,00 - - Aparatur Sipil Negara 6.380.341.045,00 | DINAS KOPERASI, USAHA
Perangkat Daerah administrasi pengelolaan dilingkungan Dinas MIKRO, PERDAGANGAN
keuangan SKPD Koperasi, Usaha DAN PERINDUSTRIAN
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian
2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang 55 6.049.529.668,00 | Kab. Kepulauan DANA ALOKASI | - - Aparatur Sipil Negara 6.110.024.965,00 | DINAS KOPERASI, USAHA
Menerima Gaji dan Orang/bulan Anambas, UMUM (DAU) dilingkungan Dinas MIKRO, PERDAGANGAN
Tunjangan ASN Semua Koperasi, Usaha DAN PERINDUSTRIAN
Kecamatan, Mikro, Perdagangan
Semua Kel/Desa dan Perindustrian
2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 240.500.000,00 | Kab. Kepulauan DANA ALOKASI | - - Aparatur Sipil Negara 265.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA
Penatausahaan dan Anambas, UMUM (DAU) dilingkungan Dinas MIKRO, PERDAGANGAN
Pengujian/Verifikasi Siantan, Koperasi, Usaha DAN PERINDUSTRIAN
Keuangan SKPD Tarempa Timur Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian
2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 500.000,00 | Kab. Kepulauan DANA ALOKASI | - - Aparatur Sipil Negara 5.316.080,00 | DINAS KOPERASI, USAHA
Akhir Tahun SKPD dan Anambas, UMUM (DAU) dilingkungan Dinas MIKRO, PERDAGANGAN
Laporan Hasil Koordinasi Siantan, Koperasi, Usaha DAN PERINDUSTRIAN

Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tarempa Timur

Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.17.01.2.05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan
kebutuhan bahan
perkantoran, kebutuhan
rapat, aktivitas lapangan, dan
pelayanan tamu, perjalanan
dinas serta dukungan SPBE

100 %

50.500.000,00

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara

dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

63.700.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

1 Paket

50.500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara

dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

35.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.05.0009

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

0 Orang

0,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

28.700.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.17.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan
kebutuhan bahan
perkantoran, kebutuhan
rapat, aktivitas lapangan, dan
pelayanan tamu, perjalanan
dinas serta dukungan SPBE

100 %

291.989.139,93

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

500.388.401,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

2 Paket

1.655.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

7.780.301,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

7 Paket

55.300.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

93.963.100,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.06.0003

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

3 4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan

1 Paket

5.741.500,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

24.387.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.06.0004

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

3 Paket

14.805.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

32.500.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

2 Paket

6.840.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

14.750.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.06.0006

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

1 Dokumen

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara

dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

10.725.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

28 Laporan

207.147.639,93

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara

dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

316.283.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Persentase pemenuhan
pengadaan barang milik
daerah

100 %

26.000.000,00

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara

dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

100.842.412,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.07.0001

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan

1 Unit

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

49.142.412,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.07.0005

Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

1 Unit

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

0,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.07.0006

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

6 Unit

24.500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

51.700.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.07.0011

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1 Unit

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara

dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

0,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Persentase pemenuhan jasa
administrasi perkantoran dan
langganan lainnya

100 %

109.981.000,00

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

142.930.343,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

1 Laporan

8.650.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

11.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

12 Laporan

81.331.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara

dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

111.930.343,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

1 Laporan

20.000.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

20.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase barang milik
daerah berkondisi baik

100 %

75.830.000,00

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

126.553.250,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

12 Unit

13.514.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara

dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

48.243.250,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

9 Unit

12.746.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara

dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

13.310.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain

nya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit

49.570.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Aparatur Sipil Negara

dilingkungan Dinas
Koperasi, Usaha
Mikro, Perdagangan
dan Perindustrian

65.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.03

PROGRAM PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN
KOPERASI

Persentase pengawasan
dan pemeriksaan koperasi

13,75 %

21.300.000,00

42.000.000,00
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.17.03.2.01

Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah
Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Koperasi yang telah
dilakukan Pemeriksaan dan
Pengawasan

11 Koperasi

21.300.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Koperasi

42.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.03.2.01.0004

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

yang Wilayah Keanggotaannya

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang telah
dilakukan Pemeriksaan dan
Pengawasan

11 Unit
Usaha

21.300.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Koperasi

42.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.04

PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN KSP/USP
KOPERASI

Persentase koperasi aktif

6,25 %

13.540.000,00

35.000.000,00

o7



PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027

TARGET
AKHIR

PRAKIRAAN

URUSAN / BIDANG CAPAIAN

URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

REALISASI

CAPAIAN
PERIODE RENJA OPD TARGET RENJA

RENSTRA OPD TAHUN TARGET
OPD VAN 22 2025 2026

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

KELOMPOK
SASARAN

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

KODE PRIORITAS
LOKASI

SUMBER DANA TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp) PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL | DAERAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.17.04.2.01

Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah
Keanggotaanya dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang
Diberikan Penilaian
Kesehatan

5 Koperasi

13.540.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Koperasi

35.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.04.2.01.0003

Penilaian Kesehatan Koperasi

Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

Jumlah Koperasi yang
Diberikan Penilaian
Kesehatan

5 Unit Usaha

13.540.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Koperasi

35.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.05

PROGRAM PENDIDIKAN
DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan
fasilitasi pelatihan

15 %

25.000.000,00

45.000.000,00
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.17.05.2.01

Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi
yang Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah SDM yang
Memahami Pengetahuan
Perkoperasian

12 Orang

25.000.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Koperasi

45.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.05.2.01.0001

Peningkatan Pemahaman dan

Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Jumlah SDM yang
Memahami Pengetahuan
Perkoperasian

12 Orang

25.000.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Koperasi

45.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.06

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN
KOPERASI

Persentase meningkatnya
koperasi yang berkualitas

2,5%

20.000.000,00

61.601.077,00
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.17.06.2.01

Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi yang
Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang
Difasilitasi Kemitraannya

2 Unit Usaha

20.000.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Koperasi

61.601.077,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.06.2.01.0004

Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang
Difasilitasi Kemitraannya

2 Unit Usaha

20.000.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKAS
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Koperasi

61.601.077,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.07

PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

Pertumbuhan wirausaha
Proporsi Jumlah UMKM
Non Pertanian pada Level
Kabupaten

1%
19%

28.000.000,00

215.000.000,00

60



NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.17.07.2.01

Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan
dan Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

jumlah usaha mikro yang
diberdayakan

50 Unit
Usaha

28.000.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

unit usaha

215.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.07.2.01.0013

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

Jumlah Usaha Mikro yang
Terfasilitasi

0 Unit Usaha

0,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

unit usaha

110.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.07.2.01.0015

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah SDM yang
Memahami Pengetahuan
Usaha Mikro dan
Kewirausahaan

60 Orang

28.000.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

unit usaha

105.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.08

PROGRAM
PENGEMBANGAN UMKM

Proporsi UKM menjalin
kemitraan dan ekspor

11,67 %

98.420.000,00

415.500.000,00

2.17.08

.2.01

Pengembangan Usaha Mikro
dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil

Jumlah Unit Usaha UMKM
yang Mendapatkan Fasilitas
Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, Sumber Daya
Manusia, Serta Desain dan
Teknologi

60 Unit
Usaha

98.420.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

unit usaha

415.500.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.08.2.01.0004

Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Inkubator yang
Terfasilitasi

0 Lembaga

0,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

unit usaha

0,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

2.17.08.2.01.0006

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain d

an Teknologi

Jumlah Unit Usaha UMKM
yang Mendapatkan Fasilitas
Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, Sumber Daya
Manusia, Serta Desain dan
Teknologi

15 Unit
Usaha

98.420.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

unit usaha

415.500.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

729.156.860,00

1.078.550.000,00

3.30

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERDAGANGAN

271.506.860,00

431.550.000,00

3.30.02

PROGRAM PERIZINAN
DAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

Persentase izin usaha
perdagangan yang
difasilitasi

100 %

10.576.860,00

15.500.000,00
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

3.30.02.2.01

Penerbitan 1zin Pengelolaan
Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Izin Usaha
Toko Swalayan

Jumlah Penerbitan Izin
Pengelolaan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan, dan 1zin
Usaha Toko Swalayan

30 Dokumen

10.576.860,00

Melanjutka | -
n hilirisasi
dan menge
mbangkan
industri
berbasis
sumber
daya alam
untuk meni
ngkatkan
nilai
tambah di
dalam
negeri.

Masyarakat

15.500.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

3.30.02.2.01.0001

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha T

erintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Rekomendasi
Pemenuhan Komitmen
Perolehan Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan,
dan Toko Swalayan Melalui
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

30 Dokumen

10.576.860,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n hilirisasi
dan menge
mbangkan
industri
berbasis
sumber
daya alam
untuk meni
ngkatkan
nilai
tambah di
dalam
negeri.

Masyarakat

15.500.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

3.30.03

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

Persentase Sarana
Perdagangan yang
Ditingkatkan Kualitasnya

100 %

170.000.000,00

350.000.000,00

3.30.03.2.01

Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

Persentase sarana distribusi
perdagangan yang dikelola

70 %

170.000.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat

350.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

3.30.03.2.01.0002

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Fasilitasi
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

10 Unit

170.000.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat

350.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

3.30.04

PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING

Persentase stabilisasi
harga barang kebutuhan
pokok dan barang penting

0.71 %

90.930.000,00

66.050.000,00

3.30.04

.2.01

Menjamin Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di
Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota

Jumlah Ketersediaan
Bapokting (Hari)

13 Hari

89.930.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat

49.050.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

3.30.04.2.01.0001

Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat
Agen dan Pasar Rakyat

16 Laporan

89.930.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat

49.050.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

3.30.04.2.02

Pengendalian Harga, dan
Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota

Persentase stabilisasi harga
barang kebutuhan pokok

0%

500.000,00

Membangu | -
n dari desa
dan dari
bawah
untuk pertu
mbuhan
ekonomi, p
emerataan
ekonomi
dan pembe
rantasan
kemiskinan.

Masyarakat

0,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

3.30.04.2.02.0003

Pelaksanaan Operasi Pasar R

eguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Operasi Pasar
Reguler dan Pasar Khusus
yang Berdampak dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota

0 Laporan

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Membangu | -
n dari desa
dan dari
bawah
untuk pertu
mbuhan
ekonomi, p
emerataan
ekonomi
dan pembe
rantasan
kemiskinan.

Masyarakat

0,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

10

11

12 13

14

15 16

17

3.30.04.2.03

Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase realisasi

pelaksanaan pengawasan

pupuk dan pestisida
bersubsidi di tingkat
Kabupaten

100 %

500.000,00

Memantapk | -
an sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandiria
n bangsa
melalui swa
sembada
pangan,
energi, air,
ekonomi
kreatif,
ekonomi
hijau, dan
ekonomi
biru

Masyarakat

17.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

3.30.04.2.03.0003

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Jumlah Laporan

Pengawasan Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi dengan
Realisasi Minimal 90%

1 Laporan

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memantapk | -
an sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandiria
n bangsa
melalui swa
sembada
pangan,
energi, air,
ekonomi
kreatif,
ekonomi
hijau, dan
ekonomi
biru

Masyarakat

17.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

3.31

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERINDUSTRIAN

457.150.000,00

597.000.000,00

3.31.02

PROGRAM
PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pertambahan jumlah

industri kecil dan
menengah

Proporsi Jumlah Industri
Kecil dan Menengah di

Level Kabupaten

3%
99,2 %

447.450.000,00

550.000.000,00

3.31.02.2.01

Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota

Persentase Penyusunan dan
evaluasi pembangunan

industri

40 %

447.450.000,00

Melanjutka | -
n hilirisasi
dan menge
mbangkan
industri
berbasis
sumber
daya alam
untuk meni
ngkatkan
nilai
tambah di
dalam
negeri.

Pelaku Industri

550.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

3.31.02.2.01.0005

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / T,?KRI—?lIFEQT REALISASI Plé,:ﬁflﬁﬁN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen 447.450.000,00 | Kab. Kepulauan DANA ALOKASI | Melanjutka | - Pelaku Industri 550.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Anambas, UMUM (DAU) n hilirisasi MIKRO, PERDAGANGAN
Pelaksanaan Pemberdayaan Semua dan menge DAN PERINDUSTRIAN
Industri dan Peran Serta Kecamatan, mbangkan
Masyarakat Semua Kel/Desa industri
berbasis
sumber
daya alam
untuk meni
ngkatkan
nilai
tambah di
dalam
negeri.
2. 3.31.04 PROGRAM Tersedianya informasi 1 Informasi 9.700.000,00 47.000.000,00
PENGELOLAAN SISTEM industri secara lengkap,
INFORMASI INDUSTRI akurat dan terkini
NASIONAL
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Data 9.700.000,00 Melanjutka | - Masyarakat 47.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA
Industri untuk Informasi Fasilitasi Pengumpulan, n hilirisasi MIKRO, PERDAGANGAN
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI | Pengolahan dan Analisis dan menge DAN PERINDUSTRIAN
dan IPKI Kewenangan Data Industri, Data Kawasan mbangkan
Kabupaten/Kota Industri serta Data Lain industri
Lingkup Kabupaten/Kota berbasis
Melalui Sistem Informasi sumber
Industri Nasional (SIINas) daya alam
untuk meni
ngkatkan
nilai
tambah di
dalam
negeri.
3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SlINas)
Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 9.700.000,00 | Kab. Kepulauan DANA ALOKASI | Melanjutka | - Masyarakat 47.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA
Fasilitasi Pengumpulan, Anambas, UMUM (DAU) n hilirisasi MIKRO, PERDAGANGAN
Pengolahan dan Analisis Semua dan menge DAN PERINDUSTRIAN
Data Industri, Data Kawasan Kecamatan, mbangkan
Industri serta Data Lain Semua Kel/Desa industri
Lingkup Kabupaten/Kota berbasis
Melalui Sistem Informasi sumber
Industri Nasional (SlINas) daya alam
untuk meni
ngkatkan
nilai
tambah di
dalam
negeri.
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN 500.000,00 50.000.000,00
BIDANG TRANSMIGRASI
1. 3.32.03 PROGRAM Jumlah kawasan 1 Kawasan 500.000,00 50.000.000,00
PEMBANGUNAN transmigrasi yang
KAWASAN difasilitasi penetapannya
TRANSMIGRASI
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

10

11

12 13

14

15

16

17

3.32.03.2.01

Penataan Persebaran
Penduduk yang Berasal dari
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase persebaran
penduduk yang ditata

100 %

500.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat
Transmigrasi

50.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

3.32.03.2.01.0020

Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi

Jumlah Lokasi Transmigrasi
yang Dilaksanakan
Monitoring dan Evaluasi

1 Lokasi

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat
Transmigrasi

50.000.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

UPT PENGELOLAAN DANA

BERGULIR

57.000.000,00

335.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

57.000.000,00

335.000.000,00

2.17

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

57.000.000,00

335.000.000,00
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

3

4

10

11

12 13

14

15

16

17

2.17.01

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Cakupan layanan
penunjang urusan
pemerintah daerah

100 %

500.000,00

165.000.000,00

2.17.01.2.10

Peningkatan Pelayanan
BLUD

Persentase peningkatan
pelayanan BLUD

100 %

500.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

BLUD

165.000.000,00

UPT PENGELOLAAN DANA
BERGULIR

2.17.01.2.10.0001

Pelayanan dan Penunjang Pel

ayanan BLUD

Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan

1 Unit Kerja

500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Siantan,
Tarempa Timur

DANA ALOKAS
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

BLUD

165.000.000,00

UPT PENGELOLAAN DANA
BERGULIR

2.17.07

PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

Pertumbuhan wirausaha

1%

56.500.000,00

170.000.000,00
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.17.07.2.01

Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan
dan Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

jumlah usaha mikro yang
diberdayakan

Peningkatan jumlah usaha
mikro yang mendapatkan
pemberdayaan

50 Usaha
300 Unit
Usaha

56.500.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Usaha mikro

170.000.000,00

UPT PENGELOLAAN DANA
BERGULIR

2.17.07.2.01.0002

Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

Jumlah Unit Usaha yang
Telah Melaksanakan
Kemitraan Usaha Mikro

50 Unit
Usaha

49.000.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Usaha mikro

120.000.000,00

UPT PENGELOLAAN DANA
BERGULIR

2.17.07.2.01.0008

Pemulihan Usaha Mikro
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA

OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Usaha Mikro yang
Terfasilitasi

20 Unit
Usaha

7.500.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Usaha mikro

50.000.000,00

UPT PENGELOLAAN DANA
BERGULIR

UPT METROLOGI LEGAL

100.000.000,00

150.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

100.000.000,00

150.000.000,00

3.30

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERDAGANGAN

100.000.000,00

150.000.000,00

3.30.06

PROGRAM
STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Persentase penanganan
pengaduan konsumen

100 %

100.000.000,00

150.000.000,00

3.30.06

.2.01

Pelaksanaan Metrologi
Legal, Berupa Tera, Tera
Ulang, dan Pengawasan

Persentase alat-alat ukur,
timbang, dan
perlengkapannya (UTTP)
yang ditera

100 %

100.000.000,00

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat

150.000.000,00

UPT METROLOGI LEGAL

3.30.06.2.01.0001

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,
Alat Timbang, dan Alat
Perlengkapan Ditera Ulang

100 Unit

100.000.000,00

Kab. Kepulauan
Anambas,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Melanjutka | -
n pengemb
angan
infrastruktur
dan mening
katkan
lapangan
kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausah
aan, menge
mbangkan
industri
kreatif serta
mengemba
ngkan
agromaritim
industri di
sentra
produksi
melalui
peran aktif
koperasi.

Masyarakat

150.000.000,00

UPT METROLOGI LEGAL

JUMLAH

8.479.529.667,93

12.029.158.128,00
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PINJAMAN DANA BERGULIR PADA RENJA 2026

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pengeluaran
Rp 500,000,000

O Pencarian

Aksi

Rekening Uraian Keterangan

6.2.04.06.002.00001 Pemberian
Pinjaman-Dana Bergulir kepada
Masyarakat

Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir

Dana Bergulir 2026
kepada Masyarakat d

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Realisasi
Rp 0.00 Rp 500,000,000.00
lterns per page: 100 - 1-10f1
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POKIR DPRD PADA RENJA 2026

3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

1D Mama
Usulan Pengusul Usulan Anggaran

PEMGADAAN 7 UNIT MESIN KETAM MERK MAKITA, 7 UNIT GERGAJI UKIR

MERK MAKITA, 7 UNIT MESIN BOR BOBOK, 7 UNIT MITER SAW SLIDING TEKIRO Rp

RYU, DAN PERALATAN TUKANG LAINNYA, KELOMPOK TUKANG MAJU 70,000,000.00
BERSAMA DESA KUALA MARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR

1573425 ELLISYA

PENGADAAN 7 UNIT FRIZER TEGAK MERK SHARF, 7 UNIT DANDANG 50 INCI,,

7 UNIT PRIUK 50 INCI, 7 UMIT BLENDER PHILIPS 1,5 LITER, KELOMPOK. HOME ~ Rp

INDUSTRI BERKAH ANUGRAH, DESA KUALA MARAS KECAMATAN JEMAJA 70,000,000.00
TIMUR

1573433 ELLISYA

PENGADAAN PREEZER, MIXER LISTRIK, ANCO BOHULU, AMPIA MIE SETRUM,

MESIM JAHIT, DANDAMNG KUKUS, KOMPOR BESAR, MESIN PARUT KELAPA Rp

UNTUK KELOMPOK BERSAMA AURORA BILIS DESA MUBUR KECAMATAN 50,000,000.00
SIANTAN UTARA

1580301 Marjohan

Items per page: 10 1-30f3

Tutup
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Rancangan Akhir Renja | 2026

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk
memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026,
guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah di Tahun 2026.
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,
dilanjutkan dengan menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh
Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta
mengakomodir wusulan program dan kegiatan yang berasal dari
masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas
juga mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu strategis terkait
pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan
Perindustrian, di level nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau.
Sehingga diperlukan adanya sinkronisasi berbagai kebijakan pada tingkat
nasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian yang
membidangi sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masukan dari berbagai pemangku
kepentingan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah juga menjadi multak adanya sebagai bahan pertimbangan dalam
penyusunan RENJA ini.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi RENJA merupakan hal penting
yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai
dengan kewenangan Perangkat Daerah yang mengurus sektor Koperasi

dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagai salah satu

DPinas KOMML Ao Woakro Pitero, ?MMM don. Povinduvitvion (DK UMPP) Ka«Wm

e

) v Ooarnbas
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Rancangan Akhir Renja | 2026

Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun alokasi
anggaran dan target yang tercantum dalam rancangan akhir Renja ini
masih bersifat indikatif . Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan
Perindustrian Tahun Anggaran 2026 selain mengacu pada RENJA ini juga
menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia dan target indikator
kegiatan kemudian akan disesuakan ditahap finalisasi penganggaran.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh
pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi RENJA ini. Semoga Rancangan
akhir Renja OPD Tahun 2026 dapat dijadikan acuan bagi seluruh
pemangku Kkepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan
pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.
Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang

terlibat dalam penyusunan dokumen RENJA ini.

Tarempa, 11 September 2025

5 KepalQ. Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
\\< /Pérdaggman dan Perindustrian

/[

" Pambina Utama Muda/ IV c
NIP. 197811012003121011

Kopnlasne. Gounenlos
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